Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH,

. a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023,
perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah.

b, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (2) dan

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor L1 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu disusun Program
Pembentukan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 1
(satu) tahun dengan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah tentang Program Pembentukan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-
92);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sehagaimana telah diubah derigan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lemibaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)




sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

Peraturan Presideni Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 201 1. tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2016 lentang Pembentukan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 157);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengalh Nomor 9 Tahun

2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2022 Nomor 9j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menterl
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 2036);

. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan

-Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 30);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | dan Lampiran [ Keputusan ini.

Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tenga.h
dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2023.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman pada
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Scwala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 24 November 2022




LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 38 TAHUN 2022

TANGGAL : 24 NOVEMBER 2022

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PRIORITAS TAHUN 2023

. PENDAHULUAN

Penyusunan Program Pembentukan.Peraturan Daerah (Propemperda)
sebagaimana dituangkan dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja bahwa perencanaan penyusunan perda di susun
dalam Propemperda, yang disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran
vang ditetapkan dengan Peraturan DPRD, yang di tetapkan sebelum
penetapan APBD.

Atas  dasar tersebut untuk mengimplementasikan sebagaimana
tertuang dalam Ketentuan Pasal 1 angka 44 Peraturan DPRD Nomor 1
Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah, Program
Pembentukari Peraturan Daerah adalah instrumen perencanaan
Program Pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu
dan sistematis. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan
daerah yang dilakukan secara terencana, ferpadu dan sistematis yang
dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun
berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan
peraturan daerah tentang APBD disahkan.

Propemperda_ Raperda Prioritas Tahun 2023 menjadi jawaban atas
dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah
yang menuntut terbentuknya Produk Hukum Daerah yang responsif
terhadap kebutuhan masyarakat, serta memberikan perlindungan
hukum serta meningkatkan pelayanan publik di Jawa Tengah dengan
mengedepankan aspek kepastian, kegunaan, dan keadilan

masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan berbasis hukum.




B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROPEMPERDA TAHUN 2023

Berdasarkan kondisi pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dinamika

perkembangan hukum, serta dalam rangka percepatan pembangunan
di Jawa Tengah, maka arah kebijakan Propemperda Tahun 2023
adalah sebagai berikut:

1.
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Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah
dalam menjaga ketertiban, ketentraman serta penanganar konflik
sosial di masvarakat di Jawa Tengah, yang notabenya sebagai dari
daerah yang multi. etnis. Atas dasar tersebut maka perlu
menyusun Peraturan D‘aefah tentang Penanganan Konflik Sosial

yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi
dalam pengembangan sektor pangan, salah satu upaya Jawa
Tengah sudah Memiliki BUMD yang bergerak di Bidang pangan,
untuk itu Dukungan Regulasi Terhadap Kewenangan Daerah
dalam Mengimplementasikan kedaulatan pangan di Provinsi Jawa
Tengah.

Provinsi Jawa Tengah memiliki 9 BUMD dan bekerjasama dengan 2
BUMN, merupakan salah satu intrumen untuk meningkatkan
pendapatan asli dacrah, untuk itu tata Kelola BUMD harus
dilaksanalkan secara baik dan terukur, untuk itu Jawa Tengah
Perlu Menyusun Perda Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Air Minum merupakan kebutuhan pokok masyarakat, mengingat
Jawa Tengah, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami
kekeringan, untuk menjaga ketersediaan Air Minum maka perlu
disusun Peraturan Daerah tentang Sistem Air Minum Regional di
Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu pilar berbangsa dan bernegara adalah kedaulatan
dalam kebudayaan, Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang
memiliki budaya yang menjadi warisan dunia, schingga dalam
melakukan perlindungan dna pengembangan budaya maka perlu
disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan di

Provinsi Jawa Tengah.
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Salah satu tujuan dalam penyusunan Produk Hukum Daerah
adalah memberikan kepastian hukum. Dimana kepastian hukum
salah satunya diwujudkan dalam ketertiban penyusunan lahirnya
Undang-Undnag 13 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas
undang undnag Nomor 12 tahun 2011 tentang Penyusunan
Produk Hukum, sehingga Perlu di susun Peraturan Daerah tentang
pembentukan Produk Hukum Daeréah.

Salah satu pilar kebangsaan adalah pengamalan Pancasila sebagai
dasar negara dalam kehidupan sehari-hari, untuk itu dalam
rangka membentengi generasi muda dari kelunturan nilai-nilai
kebangsaan, maka pérlﬁ diatur dalam Peraturan Daerah tentang
Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Lahirnya Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
mengamanatkan bahwa paling lambat tanggal 5 Januari 2024
Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan.
Untuk itu maka perlu di susun Peraturan Daerah tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah.

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap tata ruang di
Wilayah Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan peruntukanya, maka
Perlu menyusun Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043.

Dalam rangka pengembangan industri Di Jawa Tengah, diperlukan
perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan
lainya, untuk itu maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun
2017-2037.

. DAFTAR PROPEMPERDA RAPERDA PRIORITAS TAHUN 2023

Berdasarkan arah dan kebijakan Propemperda 2023, sebagaimana

telah diuraikan di atas, maka untuk Propemperda Raperda Tahun

2023 ditetapkan sebanyak 10 (Sepuluh) Raperda Prioritas, dan 3 (tiga)
Raperda Kumulatif Terbuka.
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DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS TAHUN 2023

Penjelasan/NA
No Judul Raperda Dan Draf Raperda
Disiapkan
1 2 3
1. | Penanganan Konflik Sosial "DPRD
"5 | Kedaulatan Pangan DPRD
3. | Penerapan tata Kelola Perusahaan Ly.ang, Baik DPRD
Pada Badan Usaha Milik Dacrah
4_ | Sistem Air Minumm Regional DPRD
5. | Pemajuan Kebudayaan DPRD
6. | Pembentukan Produk Hukum Daerah DPRD
7. | Pendidikan Pancasila dan Wawasan | DPRD
Kebangsaan e
8. | Pajak Daerah dan Retribusi Daerah GUBERNUR
9. | Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa GUBERNUR
] Tengah Tahun 2023-2043
10. | Rericana Pembangunan Industri Provinsi Jawa GUBERNUR
| Tengah Tahun 2017-2037

RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

| No JUDUL RAPERDA

1. Pe rta_ﬁmggungj awaban Pelaksan_aah APBD Tahun Anggaran 2022
| 2. Pei'ubalgl APBD Tahun Anggaran 2023 7

3. | APBD Tahun Anggaran 2024

. PENUTUP

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2023 merupakan perencanaan
program pembentukan Peraturan Daerah yang terencana, terpadu dan
sistematis sesuai dengan tuntutan pembangunan di Jawa Tengah,
perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika

kebutuhan hukum daerah dan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Propemperda Raperda Prioritas Tahun
2023 mampu menjawab perkembangan produk hukum daerah, guna

mendorong pencapaian arah dan tujuan Pembangunan Daerah Tahun




2022. Disamping itu, Peraturan Daerah yang akan disusun pada
Tahun 2022 sesuai dengan kebutuhan hukum daerah dan masyarakat
vang menginginkan pembangunan hukum yang mengedepankan
aspek kepaslian, kegunaan dan keadilan sosial dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

AUKIRMAN
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LAMPIRAN |

KEPUTUSAN 1 WAN PERWAKILAN RAKY A ' DAERAH
PROVINSIJAW A TENGAH

NOMOR
TANGGAL

3& Tahun 2022
24 November 2022

PENJELASAN PERATURAN DPRD TENTANG ROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

| | | __ STATUS ] DISERTAI —— T
l‘ N Jenis Tentang Mareri Pokok : Perubah | Pelaksanaan | NaSk@ Per clasan/Ketera Umt_"/ »I‘.nsta Penyéle say | Keterangan
0 Baru ! Akadem | ngan nsi ‘
| | an ik an
1 2 | 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11 12 |
| 1. | Peratur | Penanganan Penicegahan | Baru la. Undang- a. Penyelenggaraa | Ke shangp | 2023 "
' an Konflik Sosial | konilik sosial; | Undang n kewenangan | ol
| Daerah Penghentian Nomor 7 pemerintah Dinas
. konflik sosial; Tahun daerah dalam_ | Sosial
' [ Pemulihan 2012 menjaga. Biro
o pasca konflik tentang ketertiban, Hukum
. i sosial; Tim Penangana ketentraman
‘ | Terpadu n Konflik serta
i ‘ Penanganan Sosia penanganan ,
‘ Konflik Sosial; . Peraturan konflik sosial di
Memelihara Pelaksana masyarakat di
| Kondisi an Jawa Tengah,;
Damai Dalam Undang- b. Jawa Tengah
Masyarakat; Undang sebagai daerah
Nomor 7 yang multi
Tahun etnis.
2012 . Amanat Pasal 2
tentang Peraturan
Penangana Pemerintah
n Konflik Nomor 2 Tahun
Sosial 2015 tentang
Peraturan
Pelaksanaan
) ) L Undang- i
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STATUS | " DISERTAI | |
7 ‘ Naskah Penjel'aéan/Ketei‘a Unit/Insta Targst g
enis Tentang Materi Pokok _ Perubah | Pelaksanaan | """ " | "~ ° o ‘ ST | Penyelesal | Keterangan
Baru , | Akadem | ngan nsi
an ik an
2 3 4 5 6 7 g | 9 10 11 12
7 Undang Nomor
7 Tahun 2012
tentang
Penanganan

Kenflik Sosial,
perlu diatur
mengenai
penanganan
konflik sosial -
melalui
Peraturan
Daerah

d. Berdasarkan
point a, bdan ¢
maka perlu
Menyusun
peraturan
daerah tentang
penanganan
konflik sosial.







